BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI

—

PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BONE

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

bahwa dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 31
Tahun 2013 telah di tetapkan Kebutuhan dan Harga
Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk
Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;

bahwa dengan di undangkannya Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014
dan untuk mencukupi kebutuhan pupuk sampai dengan
Desember 2014, perlu mengubah Peraturan Bupati Bone
Nomor 31 Tahun 2014;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bone tentang Perubahan Lampiran
Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun 2013
tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi Sub Sektor Pertanian Kabupaten Bone
Tahun Anggaran 2014;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman ( Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3478);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomdr 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun' 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan (Lembar Negara Tahun 2008 dan Kesehatan
Hewan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembar Negara Tahun
2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5015);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005
tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang
Dalam Pengawasan,

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009, tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
87 /Permentan/SR.130/12/2011 Kebutuhan dan Harga
Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2012;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 634/MPP/KEP/2002 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa
yang beredar di Pasar;

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 08/Kpts/TP260/1/2003 tentang Syarat dan Tata
Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;



16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor
237 /Kpts/OT.210/4 /2003 tentang Pedoman Pengawasan
Pengadaan, Peredaran dan  Penggunaan  Pupuk
An-Organik;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02.2010
tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan,
Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
61/Permentan/0OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pertanian,;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik,
Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
40/Permentan/0T.140/4/2007 tentang Rekomendasi
Pemupukan N, P dan K pada padi Sawah
Spesifik Lokasi;

21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor
239/KPTS/0T.210/2/2003 tentang Pengawasan Formula
Pupuk An-Organik;

22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor
465/KPTS/0OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim
Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;

23. Keputusan Gubernur Nomor 834/IV/Tahun 2010 tentang
Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Provinsi Sulawesi Selatan;

24. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 60
Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Tahun Anggaran 2014;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Kabupaten Bone;

26. Keputusan Bupati Bone Nomor 748 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Kabupaten Bone;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 31 TAHUN 2013
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2014.

PASAL 1

Lampiran Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan
Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Pertanian Kabupaten Bone
Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 363)
di ubah sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini.



PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

~ Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 24 Desember 2014
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LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR 80 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NO. 31
TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2014

51,451

3|544

12,599

2,244

1,208

71,046

_ -A7FAHSAR M. PADJALANGI



PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NO. 31

TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BER

KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2014

SUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN

e
JENIS PUPUK (TON)

| SP36 | 2zA NPK | ORGANIK| v
1 | Bontocani 200 270 400 50 1,520
2 | Kahu 2,450 400 565 1,800 130 5,345
3 | Kajuara 800 200 550 600 100 2,250
4 | Salomekko 900 200 300 600 130 2,130}
5 | Tonra 900 300 350 700 50 2,300
6 | Patimpeng 800 200 260 600 90 1,950}
7 | Libureng 1,600 200 400 930 90 3,22
8 | Mare 1,000 600 460| 1,980 90 4,130
9 | SibuluE 2,000 800 300 2,300 130 5,530}
10 | Cina N 1,000 500 340 1,650 70 3,560
11 | Barebbo 2,000 200 300 900 70 3,470}
12 | Ponre 600 200 250 300 50 1,400
13 | Lappariaja 1,800 100 251 700 70 2,921
14 | Lamuru 900 100 300 400 70 1,770
15 | Tellu LimpoE 500 182 250 300 50 1,282
16 | Bengo 1,700 200 308 700 70 3,
17 | Ulaweng 800 100 260 455 70 1,685
18 | Palakka 900| © 100] 260 400 70 1,730]
19 | Awangpone 1,200 400 300 880 70 2,85(1“_
20 | Tellu SiattingE 2,200 200 300 600 70 3,370
| 21 | Amali 2,100 200 250 479 70 3,099
22 | Ajangale 2,000 200 260 500 70 3,030]
23 | Dua BoccoE 2,200 200 300 766 70| 3,536
24 | Cenrana 1,300 200 300 370 50 2,22
25 | Tanete Riattang 500 100
26 | Tanete Riattang Barat 500 100
27 | Tanete Riattang Timur 500 290

JUMLAH 33,750| _ 6,672




o~

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NO. 31

TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUE
KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2014

SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

BSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN

e
No. KECAMATAN
1 | Bontocani
2 | Kahu 2,010 482 347 1,635 118 4,592
3 | Kajuara 350 147 326 303 87 1,303
4 | Salomeiko 500 130| 213 468 87 1,308
5 | Tonra 500 120 133 421 116 1,200
6 | Patimpeng 450 134 66 456 37 1,143
7 | Libureng 1,250 150 226 747 76 2,458]
8 | Mare 570 168 204| 1,100 76 2,118]
9 | sibulE 1,559 310 183 1,690 76 3,818]
10 | Cina 650 260 88| 1,031 116 2,145
11 | Barebbo 1,640 160 138] 1,352 58 3,348
12 | Ponre 280 87 132 355 57 911
13 | Lappariaja 1,580 100 68 738 39 2,525
14 | Lamuru 700 100 88 275 57 1,220
15 | Tellu LimpoE 227 85 37 220 35 604/
16 | Bengo 1,480 140 286 818 59 2,783
17 | Ulaweng 550 99 91 300 57 1,097
18 | Palakka 670 130 94 269 57 1,220|
19 | Awangpone 870 282 183 614 59 2,008
20 | Tellu SiattingE 1,710 158 76 396 53 2,393}
21 | Amali 1,690 196 75 225 53 2,239
22 | Ajangale 1,630 209 86 296 54 2,275
23 | Dua BoccoE 1,830 174 75 575 54 2,708]
24 | Cenrana 1,070 220 238 341 46 1,915
25 | Tanete Riattang 470 46 1,055
26 | Tanete Riattang Barat 470 46 970
Tanete Riattang Timur 360 1,159
e [ 25,376 51,451




LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NO. 31
TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2014

2 | Kahu 70 5 8 55 4 142
3 | Kajuara 80 6 14 102 4 206
4 | Salomekko 30 5 7 27 4 73 |
5 | Tonra 30 5 7 24 4 70
6 | Patimpeng 80 6 14 99 4 203
7 | Libureng 80 6 14 113 4 217 i
8 | Mare 30 5 7 32 4 78
9 | sibuluk 30 5 7 63 4 109
10 | Cina 30 5 7 50 4 96
11 | Barebbo 30 5 7 38 4 84
12 | Ponre 50 5 8 23 4 %0 |
13 | Lappariaja 50 5 7 32 4 08 u
14 | Lamuru 30 5 7 21 £t By H
15 | Tellu LimpoE 50 10 8 20 4 92
16 | Bengo 50 5 7 42 4 108 |
17 | Ulaweng 80 6 14 90 4 194
18 | Palakka 60 5 9 21 4 99
19 | Awangpone 60 5 T 45 4 121
20 | Tellu SiattingE 120 7 14 94 8 243
[ 21 | Amati 140 9 15 94 9 267 |
Fz Ajangale 100 6 14 94 8 222
23 | Dua BoceoE 100 6 15 92 8 221 |
Pa; Cenrana , L 60 5 24 4 100
25 | Tanete Riattang 30 5 28 4 75
26 | Tanete Riattang Barat 30 5 23 4 70
Tanete Riattang Timur 5 43 4 100
3,544 i
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- FAHSAR M. PADJALANGI




LAMPIRAN V :

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NO. 31
TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2014

.. SUB SEKTOR PERKEBUNAN

i
No. KECAMATAN T -a';m r::ux lm:!"x - TOTAL “
1 | Bontocani 200 150 220 130 10 710
I 2 |xahu 300 100 200 100 6 706
! 3 | Kajuara 200 67 200 100 7 574
4 | Salomekko 200 50 150 100 7 507
5 | Tonra 200 100 200 150 8 658 h
6 | Patimpeng 200 50 | 150 100 7 507 ﬂ
= I 7 | Libureng 200 50 150 100 8 508
8 | Mare 200 100 250 150 8 708 |
! 9 | Sibuluk 250 100 200 200 8 758
10 | Cina 250 100 200 194 8 752
I 11 | Barebbo 160 50 150 100 6 466
I 12 | Ponre 200 100 150 100 8 558
I 13 | Lappariaja 100 50 150 100 6 406 |
{ 14 | Lamuru 100 50 200 100 8 458 |
l 15 | Tellu LimpoE 153 100 200 150 10 613
16 | Bengo 100 50 100 100 6 356
17 | Ulaweng 100 50 150 100 8 408
18 | Palakka 100 50 150 100 8 408
19 | Awangpone 100 50 100 100 6 356 i
- szo Tellu SiattingE 200 50 200 100 8 558
[ 21 [ Amaii 200 50 150 150 8 558
I 22 | Ajangale 200 50 150 100 8 508
iza Dua BoccoE 200 50 200 100 8 558
24 | Cenrana -. 0 0 0 0 0 0
| 25 | Tanete Riattang 0 0 0 0 0 0
| 26 | Tanete Riattang Barat 0 0 0 0 0 0
| Tanete Riattang Timur 0 0 0 0 0 0
72




LAMPIRAN VI :
PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NO. 31
TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2014

. SUB SEKTOR PETERNAKAN

JENIS PUPUK (TON)
No. KECAMATAN T Ee o T e TOTAL
1 | Bontocani 33 5 5 5 0 48
2 | Kahu 70 10 10 10 2 102
3 | Kajuara 70 10 10 6 2 98
4 | Salomekko 70 5 10 6 2 93
5 | Tonra 70 10 10 5 2 98
6 | Patimpeng 70 10 10 6 2 98
i 7 | Libureng 70 10 10 10 2 102
8 | Mare 70 10 10 16 2 108
9 | Sibuluk 70 10 10 10 -3 102
10 | Cina 70 5 6 2 88
| 11 | Barebbo 70 5 10 2 92
12 | Ponre 70 8 10 1 99
13 | Lappariaja 70 5 10 1 91
14 | Lamuru 70 5 10 1 91
15 | Tellu LimpoE 70 5 10 1 o1 |
16 | Bengo 70 5 10 1 91
17 | Ulaweng 70 5 10 1 91
18 | Palakka 70 5 10 1 93
19 | Awangpone 70 5 10 1 96
~ |l 20 | Tellu SiattingE 70 5 10 1 96
H21 Amali 70 5 10 0 95
22 | Ajangale 70 5 10 0 95
Eza Dua BoccoE 70 10 10 1 101
I 24 | cenrana 70 5 5 0 85
25 | Tanete Riattang 0 0 0 0 0
26 | Tanete Riattang Barat 0 0 0 0 0
27 | Tanete Riattang Timur 0 0 0 0 0
JUMLAH 1,643 163 216 30 2,244 E
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LAMPIRAN VII :

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NO. 31
TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2014

SUB SEKTOR PERIKANAN

[ 1 0 0 0
f 2 |kahu 0 0 0 0 0 0
| 3 |xajuara 100 20 0 0 0 120
il 4 | salomekko 100 20 0 0 0 120

5 | Tonra 100 20 0 0 0 120

6 | Patimpeng 0 0 0 0 0 0

7 | Libureng 0 0 0 0 0 0

8 | Mare 128 20 0 0 0 148

9 | SibulE 100 20 0 0 0 120
10 | Cina ] 0 0 0 0 0 0

11 | Barebbo | 100 15 0 0 0 115
12 | Ponre 0 0 0 0 o | o

13 | Lappariaja 0 0 0 0 0 0

14 | Lamuru 0 0 o | o 0 0

15 | Tellu LimpoE 0 0 0 0 0 0
16 | Bengo 0 0 0 0 0 0 i
17 | Ulaweng 0 0 0 0 0 o |
18 | Palakka 0 0 0 0 0 0

19 | Awangpone 100 15 0 0 0 115
20 | Tellu SiattingE 100 15 0 0 0 115
21 | Amaii 0 0 0 0 0 0

22 | Ajangale 0 0 0 0 0 0

23 | Dua BoccoE 0 0 0 0 0 o
24 | Cenrana 100 20 0 0 0 120
25 | Tanete Riattang 0 0 0 0 0 0

26 | Tanete Riattang Barat 0 0 0 0 0 0

27 | Tanete Riattang Timur 100 15 0 0 0 115
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